. &> p-ISSN 3026-5665 | e-ISSN 3025-3403

\%_.; El-Wasathy: Journal of Islamic Studies
gm;_l l Vol. 4, No. 1, Mei 2026, P.113-128

Prinsip ‘Adl dan Qisth Dalam Penegakan Hukum:
Tawaran Al-Qur’an Menghadapi Krisis Keadilan
Feri Eko Wahyudi®®, Ratnah Umar?

LzUniversitas Islam Negeri Palopo, Indonesia
*Coresponding Author: feri@uinpalopo.ac.id

DOI: 10.61693/elwasathy.vol41.2026.113-128 w

Copyright © 2026 penulis

Diajukan: 02/07/2026 Diterima: 08/07/2026 Diterbitkan: 06/06/2026

ABSTRAK

Krisis keadilan dalam penegakan hukum yang ditandai oleh munculnya ketimpangan
perlakuan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya kepercayaan masyarakat
terhadap institusi hukum. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai etis
yang dapat menjadi dasar dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis prinsip 'adl dan qisth dalam Al-Qur'an serta relevansinya
sebagai tawaran normatif dalam menghadapi krisis keadilan penegakan hukum. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode tafsir tematik. Data primer
berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat konsep ‘adl dan qisth, sedangkan data sekunder
diperoleh dari kitab tafsir, artikel jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa prinsip ‘adl merupakan fondasi keadilan yang menekankan
keseimbangan, persamaan, dan pemberian hak secara proporsional, sedangkan qisth
merupakan implementasi keadilan melalui tindakan yang objektif, jujur, dan tidak
diskriminatif. Integrasi kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam
perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai nilai normatif, tetapi juga sebagai
kewajiban moral yang mencerminkan ketakwaan dan harus diwujudkan dalam setiap proses
penegakan hukum. Oleh karena itu, prinsip 'adl dan qisth dapat menjadi kerangka etis
Qur'ani dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian
hukum, tetapi juga pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, integritas,
transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: ‘Adl; Qisth, Penegakan hukum

ABSTRACT

The crisis of justice in law enforcement is characterized by the emergence of unequal
treatment under the law, abuse of authority, and weak public trust in legal institutions. These
conditions highlight the need to strengthen ethical values that can serve as the foundation for
realizing a just legal system. This study aims to analyze the principles of 'adl and qisth in the
Qur'an and their relevance as a normative framework for addressing the crisis of justice in
law enforcement. This study employs a literature review approach using thematic exegesis.
The primary data consists of verses from the Qur'an that contain the concepts of 'adl and
qisth, while the secondary data was obtained from exegetical works, scientific journal articles,
and relevant literature. The results of the study show that the principle of 'adl is the
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foundation of justice that emphasizes balance, equality, and the proportional granting of
rights, while qisth is the implementation of justice through objective, honest, and non-
discriminatory actions. The integration of these two principles demonstrates that justice,
from the perspective of the Qur'an, is understood not only as a normative value but also as a
moral obligation that reflects piety and must be embodied in every process of law
enforcement. Therefore, the principles of 'adl and qisth can serve as a Qur’anic ethical
framework for establishing a legal system that is oriented not only toward legal certainty but
also toward substantive justice, the protection of human rights, integrity, transparency,
accountability, and the public interest.

Keywords: ‘Adl, Qisth, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum yang
menjadikan hukum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan Kketertiban,
kepastian, dan keadilan sosial (Sofian & Fuad, 2024). Prinsip negara hukum tersebut
tidak hanya menempatkan hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat
mengikat, tetapi juga mengandung cita moral bahwa setiap warga negara harus
memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (Haniifaa & Arifin, 2025).
Prinsip tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menjamin persamaan kedudukan warga negara serta hak atas pengakuan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, penegakan hukum sering kali
belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan karena masih ditemukan berbagai
bentuk ketidaksetaraan perlakuan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan
lemahnya integritas institusi hukum (Sasono, 2022).

Fenomena ketidakadilan dalam penegakan hukum kemudian berkembang
menjadi kritik sosial yang dikenal luas melalui ungkapan “hukum tajam ke bawah,
tumpul ke atas.” Ungkapan tersebut menggambarkan persepsi masyarakat bahwa
hukum sering kali diterapkan secara tidak proporsional. Kelompok masyarakat
dengan keterbatasan ekonomi dan sosial cenderung lebih mudah mengalami
tekanan hukum dibandingkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi
(Sholahudin, 2019), politik, atau akses kekuasaan. Kondisi tersebut menunjukkan
adanya persoalan dalam mewujudkan prinsip keadilan hukum yang seharusnya

berlaku secara objektif dan tidak diskriminatif(Prawiro & Berutu, 2026). Dalam
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perspektif negara hukum, keberadaan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan
kepastian, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak setiap warga
negara secara adil. Apabila hukum hanya berorientasi pada prosedur formal tanpa
memperhatikan keadilan substantif, maka hukum dapat kehilangan fungsi sosialnya
sebagai sarana perlindungan masyarakat (Setiadi & Sadiawati, 2026). Akibatnya,
muncul penurunan Kkepercayaan publik terhadap institusi hukum karena
masyarakat melihat adanya ketidaksesuaian antara tujuan hukum yang ideal
dengan praktik penegakan hukum yang terjadi (Firmansyah & Pangestika, 2024).

Ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya
disebabkan oleh kelemahan aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan persoalan
struktural dalam sistem hukum. Faktor seperti korupsi dalam lembaga penegak
hukum, lemahnya pengawasan, intervensi kepentingan politik, ketimpangan akses
terhadap keadilan, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung
transparansi menjadi faktor yang memengaruhi kualitas penegakan hukum
(Mubarak & Trisna, 2021). Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum
sangat dipengaruhi oleh hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan
budaya hukum. Ketika salah satu unsur tersebut mengalami kelemahan, maka
tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sosial akan sulit tercapai
(Daeng M. dkk, 2023). Oleh karena itu, persoalan ketidakadilan hukum tidak cukup
dipahami sebagai persoalan teknis penerapan aturan, tetapi juga sebagai persoalan
moral dan etika dalam penyelenggaraan kekuasaan hukum (Tuilan, Timomor, &
Mongan, 2025).

Krisis keadilan dalam penegakan hukum pada dasarnya menunjukkan
bahwa hukum membutuhkan fondasi nilai yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi
juga memiliki dimensi moral dan etis, bahkan spiritual. Dalam konteks tersebut, Al-
Qur’an sebagai sumber ajaran Islam menawarkan prinsip-prinsip universal yang
dapat menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan
berkeadaban (Ulya & dkk, 2025).

Lzl G 2580 &) Sl 5 il sdaa WISH 5 cilly L) Gl 5 6
Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-
bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan)
agar manusia dapat berlaku adil. (QS: al-Hadid [57]: 25)

Salah satu prinsip utama yang ditekankan Al-Qur’an adalah bahwa keadilan
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harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, maupun
hubungan sosial tertentu, sehingga setiap individu menadapatkan perlakuan yang
adil di depan hukum (Ramadhan & Nasrulloh, 2024). Sebagaimana terbaca dalam
QS. al-Nisa’ [4]: 58 (Adnan & Usman, 2022).

Al-Qur'an menawarkan dua istilah penting yang berkaitan erat dengan
prinsip keadilan adalah al-‘adl dan al-qisth (Muhajirin & Ngaisah, 2019). Kedua
prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab persoalan krisis keadilan
dalam penegakan hukum. Sebab, krisis hukum yang terjadi dalam masyarakat
modern sering kali bukan hanya disebabkan oleh lemahnya aturan, tetapi juga
karena hilangnya nilai moral dalam proses penerapan hukum. Dalam perspektif Al-
Qur’an, keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan bahkan ketika
berhadapan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok QS. al-Ma’idah [5]: 8.

Meskipun kajian mengenai keadilan dalam Al-Qur’an dan penegakan hukum
telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sebagian penelitian
membahas konsep al-‘adl dari perspektif tafsir, kebahasaan, dan pemikiran Islam,
sedangkan penelitian lainnya mengkaji persoalan keadilan hukum dari perspektif
hukum positif. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan prinsip Qur’ani
dalam menghadapi krisis keadilan pada praktik penegakan hukum masih relatif
terbatas. Kajian tentang hukum modern umumnya lebih banyak menekankan aspek
institusi, regulasi, dan prosedur hukum, sementara kajian tafsir sering kali berhenti
pada penjelasan normatif ayat (Ashari, Hairunnisa, Rohmatika, Sahara, &
Habibuddin, 2025). Padahal, persoalan keadilan membutuhkan pendekatan yang
mampu mempertemukan dimensi normatif agama dengan realitas sosial hukum.
Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji prinsip-prinsip Qur’ani yang
dapat dikembangkan sebagai kerangka etis dalam menjawab persoalan hukum

kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan
(library research) dengan pendekatan tafsir tematik (maudhui). Sumber data
primer penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur’an yang memuat konsep ‘adl dan qisth,

seperti QS. An-Nisa’ [4]: 58, QS. An-Nisa’ [4]: 135 dan al-Maidah [5]: 8. Sementara
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itu, sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer,
artikel jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang membahas persoalan
ketidakadilan dalam penegakan hukum dan konsep keadilan dalam perspektif
Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan
menelaah, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang
relevan sesuai tema penelitian. Tahapan tafsir maudhu’i dalam penelitian ini

mengikuti kerangka al-Farmawi (1996).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Prinsip ‘Adl di dalam Al-Qur’an

[stilah al-‘adl yang berasal dari akar kata ‘ain-dal-lam dalam Al-Qur’an
disebutkan sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuk derivasi. Kata ini memiliki
beragam makna yang disesuaikan dengan konteks ayatnya. Di antaranya, al-‘adl
bermakna kesamaan atau kesetaraan, sebagaimana tercermin dalam QS. an-Nisa’
[4]: 3, 58, dan 129. Selain itu, al-‘adl juga mengandung makna keseimbangan dan
keharmonisan, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Infitar [82]: 7. Dalam konteks
lain, al-‘adl bermakna pemberian atau pemenuhan hak kepada setiap individu
secara proporsional, serta digunakan dalam konteks sifat Allah yang Mahaadil
(Muhajirin & Ngaisah, 2019).

Kata al-‘adl yang secara etimologis bermakna membagi secara sama, dan
seimbang. Dalam Al-Qur’an, istilah ini memiliki beragam makna sesuai dengan
konteks penggunaannya. Al-‘adl dapat bermakna keseimbangan, sebagaimana
tercermin dalam QS. al-Ma’idah [5]: 95, serta digunakan dalam konteks persoalan
hukum dan ketetapan syariat yang tidak hanya ditentukan berdasarkan
pertimbangan rasional manusia. Dalam makna keadilan, al-‘adl dapat dipahami
dalam dua bentuk, yaitu keadilan yang diterima oleh akal sehat dan keadilan
berdasarkan ketentuan syariat. Konsep al-‘adl juga menunjukkan prinsip
pemberian balasan secara sepadan sebagaimana dalam QS. an-Nahl [16]: 90.
Sementara itu, ketidakadilan sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa’ [4]: 129
berkaitan dengan keterbatasan manusia dalam menyamakan kecenderungan hati.
Selain bermakna keadilan, akar kata ‘adl juga digunakan dalam konteks akidah,

seperti dalam QS. al-An‘am [6]: 1, bi rabbihim ya‘diliin yang berarti menjadikan
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sesuatu setara dengan Allah (Isfahani, 2009). Dalam konteks hukum, konsep
tersebut menjadi prinsip dasar bahwa keputusan hukum tidak boleh dibangun atas
kepentingan pribadi, tekanan kekuasaan, atau diskriminasi terhadap pihak tertentu
(Maragi, 2006).

Konsep al-‘adl dalam perspektif Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas
daripada sekadar persamaan formal di hadapan aturan. Keadilan merupakan salah
satu indikator ketakwaan, sehingga setiap individu berkewajiban untuk menjunjung
dan menerapkannya dalam kehidupan. Dengan demikian, ketakwaan tidak hanya
dimaknai sebagai ketaatan dalam menjalankan ibadah ritual, tetapi juga diwujudkan
melalui perilaku sosial yang adil, objektif, dan menghormati hak-hak setiap orang
(Rosi & Astuti, 2025). Sehingga, nilai keadilan dalam Al-Qur’an tidak dapat
dipisahkan dari tujuan kemaslahatan manusia, karena keadilan menjadi instrumen
utama dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Al-Qur'an menempatkan prinsip al-‘adl sebagai perintah yang harus
diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam proses hukum,
kesaksian, dan penyelesaian konflik sosial. Sebagaimana terbaca dalam QS. al-Nisa’
[4]: 58 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan kepada seluruh manusia.

Jially 13885 & A E ka1 Telht b el 35 o a&odia &
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu
tetapkan secara adil. (QS: al-Nisa’/4: 58)

M. Quraish Shihab memeroleh kesan di dalam ayat tersbut bahwa adil adalah
menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan keadilan merupakan kata yang
menunjuk pada substansi ajaran Islam. Karena itu, Islam tidak menjadikan kasih
sebagai tuntunan tertinggi. Sebab, rasa kasih kepada seorang penjahat dapat
menghindarkanya dari hukuman (Shihab, 2012).

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur’an bersifat
objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh sentimen emosional maupun kepentingan
kelompok (Zuhaili, 2009). Prinsip keadilan Qur’ani memiliki relevansi besar dalam
membangun sistem hukum yang bebas diskriminasi (Rosi & Astuti, 2025), karena
menempatkan integritas moral sebagai dasar utama dalam proses pengambilan
keputusan. Oleh sebab itu, keadilan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya

berbicara mengenai hasil akhir suatu keputusan, tetapi juga mengenai proses yang
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ditempuh untuk mencapai keputusan tersebut.

Nilai al-‘adl dalam Al-Qur’an memiliki relevansi yang kuat terhadap persoalan
penegakan hukum modern karena hukum pada dasarnya bertujuan menciptakan
keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik atau kemaslahatan
umum (Mukhlishin, 2020). Ketika prinsip keadilan tidak menjadi dasar dalam
praktik hukum, maka hukum berpotensi berubah menjadi instrumen kekuasaan
yang melahirkan ketimpangan sosial. Berbagai persoalan seperti diskriminasi
hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya integritas institusi sering kali
muncul akibat hilangnya orientasi nilai dalam penerapan hukum (Sabana dkk,
2025). Karena itu, konsep al-‘adl dalam Al-Qur'an dapat diposisikan sebagai
paradigma etis untuk memperkuat kembali tujuan hukum agar tidak hanya

mengejar kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif.

Prinsip al-Qisth dalam Al-Qur’an

Konsep al-qisth merupakan salah satu prinsip penting dalam Al-Qur’an yang
memiliki hubungan erat dengan gagasan keadilan, keseimbangan, dan pemenuhan
hak. Secara kebahasaan, istilah gisth berasal dari akar kata L-_+-& (qa-sa-tha) yang
pada mulanya berarti pembagian secara adil. Kata ini dengan berbagai derivasinya
disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur’an (Muhajirin & Ngaisah, 2019).

[stilah al-qisth bermakna berlaku adil, makna tersebut tercermin dalam QS. ar-
Rahman [55]: 9 yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan serta
tidak merugikan orang. QS. al-Jin [72]: 15 menjelaskan bahwa orang-orang yang
tidak berlaku gisth -memberikan hak orang lain secara adil-, maka tempatnya di
neraka (Isfahani, 2009).

Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif Al-Qur’an tidak
berhenti pada tataran nilai, tetapi menuntut aktualisasi dalam kehidupan sosial
melalui penghormatan terhadap hak dan perlindungan terhadap manusia
(IThsanniati dkk, 2024). Di sisi lain, al-qisth memiliki karakter praktis karena
berkaitan langsung dengan perilaku manusia dalam menjalankan hubungan sosial,
menyelesaikan konflik, dan menetapkan keputusan hukum, serta menuntut adanya
objektivitas, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu (Kamil

dkk, 2023).
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Dalam Al-Qur’an, istilah yang berasal dari akar kata qist ditemukan dalam
berbagai bentuk penggunaan yang tersebar pada sejumlah ayat. Penyebaran
tersebut menunjukkan bahwa konsep al-qisth memiliki ruang lingkup yang luas dan
tidak terbatas pada persoalan hukum semata. Al-Qur'an menggunakan konsep ini
dalam konteks pemenuhan hak-hak secara proporsional (Bazith, 2019). Hal
tersebut menunjukkan bahwa al-gisth merupakan prinsip universal yang berfungsi
sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang adil. Prinsip gisth memiliki
hubungan erat dengan tujuan syariat yang menekanakn makna keadilan dalam
pelaksanaan dan distribusi hak secara konkret (Aini & Amiruddin, 2026). Dalam
konteks kehidupan modern, prinsip tersebut memiliki relevansi besar karena
persoalan ketidakadilan sering muncul akibat ketimpangan kekuasaan, lemahnya
perlindungan hak, dan ketidakseimbangan dalam distribusi keadilan (Banna & dkk,
2025).

Secara terminologis, al-qisth dalam perspektif Al-Qur’an dapat dipahami
sebagai prinsip keadilan yang diwujudkan melalui tindakan yang objektif,
proporsional, dan terbebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Berbeda
dengan pemahaman keadilan yang hanya berorientasi pada kesamaan perlakuan,
al-qisth menekankan pentingnya menempatkan sesuatu sesuai hak, kewajiban, dan
kedudukannya (Muhajirin & Ngaisah, 2019). Prinsip ini terlihat dalam QS: al-Nisa’
[4]: 135 yang memerintahkan manusia untuk menjadi penegak keadilan sekalipun
terhadap diri sendiri, keluarga, maupun pihak yang memiliki hubungan dekat.

B8 7 G5 D 1 AT e 515 d el Ll (il 313558 155 Gl i
oy O8 al (8 130 i 51150 (5 7150l O (s 5l 15 D8 Lagy 31 408 1@ 51 Lae

155 o3l
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi
karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu,
atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah
lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan

(kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti
terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan setiap orang yang
beriman agar berkemauan keras untuk memilih keadilan dan menghindarkan diri

dari kelaliman serta benar-benar menegakkan kesaksian yang jujur karena Allah.

El-Wasathy: Journal of Islamic Studies | Vol. 4, No. 1, Mei 2026



Feri EW & Ratnabh, Prinsip ‘Adl dan Qisth ...

Meskipun kesaksian tersebut mendatangkan bencana terhadap diri sendiri, orang
tua, ataupun kerabat. Tidak diperbolehkan juga menyembunyikan kesaksian
dengan alasan demi memuaskan pihak yang kaya atau meminta belas kasihan
kepada si miskin. Jangan pernah mengikuti kemauan hawa nafsu serta
memutarbelikkan kata dari kesaksian yang sebenarnya (Bantani, 2022).

Surah an-Nisa’ ayat 135 tersebut dengan seruan kepada orang-orang beriman
yang bertujuan membebani mereka dengan amanat yang besar, yaitu menegakkan
keadilan secara mutlak yang dapat diterapkan dalam segala kondisi dan dalam
segala aspek sehingga mencegah kezaliman di muka bumi dan menjamin keadilan
atar manusia, terlepas dari apa pun agamanya (Buhairi, 2016).

Demikian pula QS: al-Ma’idah [5]: 8 menegaskan bahwa kebencian terhadap
suatu kelompok tidak boleh menyebabkan seseorang meninggalkan prinsip

keadilan.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran)

karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu
terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil
karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Melalui ayat ini Allah memerintahkan manusia agar tidak meninggalkan
keadilan hanya karena kebencian terhadap suatu kelompok, serta melampaui batas
dalam memperlakukan mereka, meskipun mereka berbuat buruk kepadamu,
bahkan jika kelompok tersebut adalah musuhmu (Bantani, 2022) yang sangat
engkau benci, ataupun dari golongan orang-orang kafir. Karena keadilan itu lebih
dekat dengan takwa (Al-Qurthubi, 2013).

Menurut Sayyid Quthb, menegakkan kebenaran karena Allah merupakan
bagian dari manhaj tarbiyah Islam yang bertujuan membentuk pribadi yang mampu
berlaku adil secara objektif. Penegakan keadilan hanya dapat diwujudkan apabila
seseorang menjadikan Allah sebagai satu-satunya orientasi, menyadari
pengawasan-Nya, serta memurnikan niat dari segala kepentingan pribadi,
kelompok, maupun dorongan kebencian. Bahkan, tidak ada sistem atau ideologi

buatan manusia yang mampu menjamin keadilan secara mutlak sebagaimana Islam,
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karena ajaran Islam mendasarkan keadilan pada ketakwaan dan tanggung jawab
kepada Allah. Oleh karena itu, setiap muslim berkewajiban menegakkan keadilan
terhadap siapa pun, termasuk kepada pihak yang dibenci atau dimusuhi, sehingga
keadilan menjadi nilai universal yang memberikan perlindungan bagi seluruh
manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun kedudukan
(Quthb, 1992).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka, setiap orang beriman wajib memiliki
komitmen yang kuat untuk menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian
secara jujur semata-mata karena Allah, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi,
hubungan kekerabatan, status sosial, maupun dorongan hawa nafsu sebagai bentuk
dari katekwaan kepada Allah. Kesaksian tidak boleh disembunyikan atau
diputarbalikkan demi melindungi diri sendiri, keluarga, orang kaya, ataupun karena
rasa iba kepada orang miskin. Keadilan juga harus ditegakkan tanpa dipengaruhi
rasa benci terhadap suatu kelompok, bahkan terhadap musuh sekalipun, karena

bersikap adil merupakan wujud ketakwaan kepada Allah.

Peran Prinsip Al-‘Adl dan Al-Qisth dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghadirkan
kepastian aturan, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan substantif yang
dirasakan oleh masyarakat. Hukum yang hanya dipahami sebagai kumpulan norma
formal tanpa mempertimbangkan nilai moral dan tujuan sosial berpotensi
melahirkan ketidakadilan dalam praktiknya. Fenomena ketimpangan perlakuan
hukum, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta munculnya persepsi bahwa
hukum lebih mudah diterapkan kepada masyarakat kecil dibandingkan kelompok
yang memiliki kekuatan sosial dan politik menunjukkan adanya kesenjangan antara
hukum sebagai norma ideal dan hukum sebagai realitas sosial (Setyawan, 2025).

Dalam perspektif Al-Qur’an, persoalan tersebut dapat dijawab melalui prinsip
al-‘adl dan al-qist yang tidak hanya menempatkan keadilan sebagai nilai abstrak,
tetapi sebagai kewajiban moral yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia.
Kedua prinsip tersebut membangun paradigma bahwa hukum harus diarahkan
untuk melindungi hak manusia, menghapus ketimpangan, dan menjaga

keseimbangan sosial (Ashari dkk., 2025).
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Prinsip al-‘adl dalam penegakan hukum berfungsi sebagai fondasi normatif
yang mengarahkan setiap proses hukum agar berjalan secara objektif, proporsional,
dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Keadilan dalam konsep Qur’ani
tidak sekadar bermakna persamaan perlakuan, tetapi mencakup pemberian hak
kepada pihak yang berhak serta penempatan sesuatu sesuai dengan kedudukannya.

Surah al-Nisa’ [4]: 58 menegaskan bahwa ketika manusia menetapkan hukum
di antara sesama, maka keputusan tersebut harus didasarkan pada keadilan. Prinsip
tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan unsur utama dalam proses
peradilan karena hukum yang kehilangan nilai keadilan akan kehilangan tujuan
sosialnya (Bazith, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa al-‘adl memiliki hubungan
erat dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) karena
menolak segala bentuk perlakuan berbeda berdasarkan status sosial, kekuasaan,
maupun kepentingan pribadi (Amri & Anggono, 2024). Dengan demikian,
penerapan al-‘adl menuntut adanya integritas moral dari aparat penegak hukum
agar hukum tidak berubah menjadi alat dominasi kelompok tertentu.

Sementara itu, prinsip al-gisth memberikan dimensi implementatif terhadap
konsep keadilan karena menekankan bagaimana nilai keadilan diwujudkan dalam
tindakan nyata. Jika al-‘adl menjadi dasar keseimbangan dan pemberian hak, maka
al-gisth menuntut adanya keberanian untuk menerapkan keadilan secara objektif
dalam setiap keadaan. QS. al-Ma’idah [5]: 8 menegaskan bahwa kebencian terhadap
suatu kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan keadilan. Ayat
tersebut menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan secara independen dari
tekanan emosional maupun kepentingan sosial. Sehingga prinsip tersebut memiliki
orientasi sosial yang kuat karena bertujuan mencegah munculnya ketidakadilan
struktural dalam masyarakat. Oleh karena itu, al-qist dapat dijadikan sebagai
prinsip etis dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya berdasarkan aturan
formal, tetapi juga memperhatikan keseimbangan hak dan perlindungan terhadap
pihak yang rentan. Di sini tampak jelas hubungan antara keadilan dengan
ketakwaan dan kepribadian seorang muslim (Rosi & Astuti, 2025).

Dalam konteks hukum modern, integrasi prinsip al-‘adl dan al-qist memiliki
relevansi besar dalam memperkuat sistem hukum yang berorientasi pada keadilan

substantif. Sistem hukum yang hanya menekankan kepastian aturan tanpa
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mempertimbangkan kemanfaatan dan nilai moral dapat menghasilkan keputusan
yang sah secara prosedural, tetapi belum tentu adil secara sosial (Firmansyah &
Pangestika, 2024). Oleh sebab itu, pendekatan magqasid al-syari‘ah yang
menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum dapat menjadi
jembatan antara nilai Qur’ani dan kebutuhan hukum kontemporer (Nurhikmah,
2024). Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan
adaptif dalam menjawab persoalan baru karena orientasinya bukan hanya pada
teks, tetapi juga pada tujuan perlindungan manusia dan terciptanya kesejahteraan
sosial.

Prinsip al-‘adl dan al-qisth dapat menjadi kerangka etis dalam menghadapi
berbagai persoalan struktural dalam penegakan hukum seperti korupsi,
penyalahgunaan kewenangan, lemahnya transparansi, dan ketimpangan akses
terhadap keadilan. Ketika aparat hukum kehilangan orientasi nilai, hukum dapat
mengalami pergeseran fungsi menjadi instrumen kekuasaan yang hanya
menguntungkan kelompok tertentu. Al-Qur'an melalui QS. al-Nisa’ [4]: 135
memberikan prinsip bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun berhadapan
dengan kepentingan diri sendiri atau kelompok dekat. Sebab, pada prinsipnya,
transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga hukum merupakan unsur
penting dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum
(Purnomo, 2024).

Dengan demikian, prinsip al-‘adl dan al-qgisth dapat dipahami sebagai tawaran
konseptual Al-Qur’an dalam menghadapi krisis keadilan penegakan hukum. Al-‘adl
memberikan fondasi nilai berupa keseimbangan, persamaan, dan penghormatan
terhadap hak manusia, sedangkan al-qisth memberikan arah implementasi melalui
tindakan hukum yang objektif dan tidak diskriminatif. Integrasi kedua prinsip
tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak cukup hanya memiliki legitimasi formal,
tetapi juga harus memiliki legitimasi moral. Dengan demikian, Al-Qur’an tidak hanya
berfungsi sebagai sumber norma keagamaan, tetapi juga sebagai sumber etika
publik yang mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan sistem hukum

yang lebih adil.
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KESIMPULAN

Konsep al-'adl dan al-gisth dalam Al-Qur'an merupakan dua prinsip
fundamental yang menjadi landasan normatif sekaligus etis dalam mewujudkan
keadilan. Al-'adl menekankan keseimbangan, kesetaraan, dan pemberian hak secara
proporsional sesuai dengan kedudukan setiap individu, sedangkan al-qisth
menegaskan implementasi keadilan melalui tindakan yang objektif, jujur, dan bebas
dari pengaruh kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, status sosial, maupun
kebencian terhadap kelompok tertentu. Kedua konsep tersebut menunjukkan
bahwa keadilan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai nilai
abstrak, tetapi sebagai kewajiban moral yang mencerminkan ketakwaan kepada
Allah. Dengan demikian, ketakwaan tidak hanya diwujudkan melalui ibadah ritual,
tetapi juga melalui komitmen untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek
kehidupan sosial.

Dalam konteks penegakan hukum, prinsip al-‘adl dan al-qisth memiliki
relevansi yang sangat kuat dalam membangun sistem hukum yang berorientasi
pada keadilan substantif. Al-'adl berfungsi sebagai fondasi normatif yang
mengarahkan proses hukum agar berjalan secara adil, proporsional, dan
menghormati hak setiap orang, sedangkan al-qisth memberikan dimensi
implementatif dengan menuntut keberanian untuk menegakkan keadilan secara
objektif tanpa diskriminasi dan tanpa dipengaruhi tekanan emosional maupun
kepentingan tertentu. Integrasi kedua prinsip tersebut memperlihatkan bahwa
hukum tidak cukup hanya berlandaskan legitimasi formal, tetapi juga harus
memiliki legitimasi moral yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak
asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Oleh karena itu, nilai-nilai
al-'adl dan al-qisth dapat dijadikan paradigma etis Qur'ani dalam memperkuat
sistem penegakan hukum yang lebih adil, berintegritas, dan mampu menjawab

berbagai tantangan keadilan di era kontemporer.
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